BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Kasus semanggi dapat diduga sebagai kasus pelanggaran HAM berat
karena memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 9 huruf (a) UU Pengadilan
HAM maka harus diselesaikan dengan UU Pengadilan HAM yang secara
khusus mengatur tentang penyelesaian Pelanggaran HAM berat. Namun
jika melihat pada waktu terjadinya, maka tragedi | terjadi sebelum UU
HAM dan UU Pengadilan HAM diundangkan. Dalam Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan Nomor : 99/G/2020/PTUN-
JKT menyatakan bahwa tindakan Kejaksaan Agung adalah tindakan
melawan hukum dan mewajibkan Kejaksaan Agung untuk membuat
pernyataan terkait penanganan dugaan Pelanggaran HAM berat Semanggi
| dan Semanggi Il sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam rapat
kerja dengan Komisi Il DPR RI berikutnya. Namun dalam Putusan
Nomor 12/B/TF/2021/PT.TUN. JKT. Majelis Hakim menyatakan
menerima secara formal permohonan banding dari Pembanding/ Tergugat
dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
: 99/G/TF/2020/PTUN.JKT. Dengan demikian atas Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta tersebut tidak memenuhi kaidah perlindungan
Hak Asasi Manusia.

2. Lemahnya penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia berdasarkan UU
Pengadilan HAM, bahwa penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia
dilakukan di pengadilan, sama sekali tidak dimaksudkan untuk
mengungkap fakta pelanggaran yang terjadi. Dalam Putusan Nomor
99/G/TF/2020/PTUN.JKT negara belum secara maksimal berperan aktif
dalam penegakan HAM Berat. Hal ini terlihat jelas dalam proses
penyelesaian kasus Trisakti, Semanggi | dan Il. Sebagaimana telah
dijelaskan sebelumnya, DPR berperan dalam memberikan rekomendasi
atas suatu kasus tertentu untuk dibawa ke Pengadilan HAM ad-hoc.

Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk Tragedi Trisakti, Semanggi | dan
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I dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tidak ada pelanggaran HAM

berat dalam kasus-kasus tersebut.

5.2. Saran

1. Untuk dapat mengakomodir dengan baik penegakan HAM di masa lalu
perlu dibentuk peraturan yang mengatur teknis pelaksanaan pembentukan
pengadilan ad-hoc berdasarkan indikator tertentu tanpa melibatkan
rekomendasi dari DPR.

2. Guna mengatasi konflik hukum dalam pemberlakuan asas retroaktif
dalam pelanggaran HAM berat, maka dapat dilakukan sinkronisasi
pengaturan sehingga tidak terjadi tumpang tindih peraturan yang

kemudian dapat menghambat penegakan HAM berat.
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